SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
HAK POLITIK DAN NETRALITAS
(Studi ASN Kecamatan Way halim dan Kecamatan Kemiling Pada
Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)

(Skripsi)

Oleh

Intan Sartika

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021



ABSTRAK

SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
HAK POLITIK DAN NETRALITAS
(Studi ASN Kecamatan Way halim dan Kecamatan Kemiling Pada
Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)

OLEH

INTAN SARTIKA

Netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi perhatian pada setiap pemilihan umum
atau pesta demokrasi karena berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu menujukan
peningkatan angka pelanggaran netralitas ASN dari tahun ke tahun dalam pelaksanaan
pesta demokrasi di Indonesia semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2015 terdapat
kasus netralitas sejumlah 29, meningkat menjadi 55 pada tahun 2016, pada tahun 2017
terdapat 52 kasus kemudian pada tahun 2018 dan 2019 melonjak pesat mencapai angka
507 dan 990 kasus. Tahapan pencalonan Kepala Daerah menjadi salah satu titik
rawan pelanggaran terkait netralitas ASN. Hal ini dapat terjadi, mengingat ASN
mempunyai peran yang cukup menentukan dalam kemenangan calon Kepala
Daerah. Selain itu, jumlah ASN di satu daerah sangat besar, sehingga memiliki
posisi yang strategis untuk meraih suara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
sikap ASN terhadap hak politik dan netralitas dengan menggunakan teori dari
Azwar S (2011: 23) yang membagi komponen sikap menjadi tiga yakni: Komponen
Kognitif, Komponen Afektif dan Komponen Konatif. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan kuesioner kepada 54 Responden yang berstatus ASN dan bekerja di
wilayah Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling. Hasil penelitian dari
aspek kognitif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas cukup tinggi, dan dari
aspek Afektif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas memiliki nilai rendah
karena banyaknya ketidak puasan terhadap hak politik dan netralitas. Kemudian
dari segi aspek konatif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas juga memiliki
nilai yang rendah.

Kata Kunci : Sikap, Aparatur Sipil Negara, Hak Politik, Netralitas.



ABSTRACT

ATTITUDE OF STATE CIVIL SERVICES ON POLITICAL
RIGHTS AND NEUTRALITY
(Study of ASN Way Halim and Kemiling Districts in the 2020 Bandar
Lampung City Election)

BY

INTAN SARTIKA

The neutrality of the State Civil Services is always a concern in every general
election or democratic party because based on data from the Election Supervisory
Board, it shows that the number of violations of ASN neutrality from year to year
in the implementation of democratic parties in Indonesia is increasing. It was
recorded that in 2015 there were 29 neutrality cases, increasing to 55 in 2016, in
2017 there were 52 cases then in 2018 and 2019 it jumped rapidly to reach 507 and
990 cases. The stages of nomination for Regional Heads are one of the points prone
to violations related to the neutrality of ASN. This can happen, considering that
ASN has a decisive role in the victory of regional head candidates. In addition, the
number of ASN in one area is very large, so it has a strategic position to win votes.
The purpose of this study is to determine the attitude of ASN towards political rights
and neutrality by using the theory of Azwar S (2011:23) which divides the attitude
components into three namely: Cognitive Component, Affective Component and
Conative Component. The method used in this research is descriptive quantitative.
Data collection techniques using questionnaires to 54 respondents who have ASN
status and work in the Way Halim and Kemiling districts. The results of the study
from the cognitive aspect of ASN attitudes regarding political rights and neutrality
are quite high, and from the Affective aspect ASN attitudes regarding political
rights and neutrality have low values because of the large number of dissatisfaction
with political rights and neutrality. Then from the conative aspect, the ASN attitude
regarding political rights and neutrality also has a low value.

Keywords : Attitude, State Civil Services, Political Rights, Neutrality.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu elemen sistem demokrasi. Salah satu
tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah
terlaksananya pemilu secara terbuka dan bebas, tidak ada pemaksaan dan
tindakan represif dari pihak-pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan
sistem politik pada masyarakat tradisional dimana elit penguasa mempunyai
peran yang sangat besar dalam menentukan kebijakan politik, sehingga rakyat
menjadi tersubordinasi dan cenderung kurang diperhatikan dalam kebijakan

tersebut Sastroatmojo (dalam Mas’udi Dkk, 2018:170).

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dijadikan sebagai indikator
keberhasilan penerapan sistem demokrasi. Pemilu merupakan manifestasi
pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu rakyat memilih pemimpin
bangsa yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita nasional seperti yang
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu merupakan
bagian dari corak demokrasi di sebuah negara, karena itu, hakikat pemilu
adalah pembaruan kontrak sosial dalam negara yang menerapkan demokrasi

sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan (Rahata dan Melkisedek, 2018:



1-2) Pemilu merupakan sarana pemimpin memperoleh legitimasi. Pemberian
suara merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih
untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti
mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat. Pemilu mengabsahkan
pemerintahan yang berkuasa atau pemimpin politik, termasuk program dan

kebijakan yang dihasilkannya.

Pemerintah memiliki otoritas untuk memerintah termasuk juga memberikan
sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi para pelanggarnya. Pemilu
merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan
kebijakan publik. Rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik
melalui dukungannya kepada kontestan Pemilu dengan program-program
yang memfasilitasi aspirasi kepentingan rakyat. Konsekuensinya pemenang
pemilu dituntut harus merealisasikan janji-janjinya ketika telah memegang

tampuk pemerintahan (Ida Widnyani, 2020:24)

Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden DPR/DPRD,
serta kepala daerah melalui Undang-Undang No.32 tahun 2004 pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah tidak lagi melalui DPRD, melainkan dipilih secara
langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah langsung ini dilakukan antara
lain untuk memutus mata rantai oligarki-oligarki partai yang mewarnai
kepolitikan di DPRD, dimana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir
elit partai kerap memanipulasi kepentingan masyarakat secara luas. Pemilihan
kepala daerah secara langsung juga merupakan wujud nyata terhadap azas

responsibilitas dan akuntabilitas.



Melalui pemilihan secara langsung, Kepala Daerah harus dapat
mempertanggungjawabkan urusan pemerintahannya secara lansung kepada
rakyat. Pemilihan kepala daerah lebih dapat dipercaya dibandingkan sistem
yang sebelumnya digunakan, karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya
melalui DPRD, tetapi rakyat dapat menentukan pilihannnya berdasarkan
kriteria yang jelas dan lebih transparan. Kepala daerah yang terpilih nantinya
juga dituntun untuk merumuskan sebuah kebijakan atau peraturan yang
bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan
masyarakat. Pengalaman-pengalaman tersebut diharapkan akan mampu
melahirkan politisi-politisi atau pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan
keinginan rakyat dan memilki kapabilitas untuk dapat bersaing ditingkat

nasional (Aditama 2013:3)

Pemilukada pertama kali dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia
tahun 2015 sesuai dengan UU No 8 Tahun 2015 sebagai peraturan pengganti
atas UU No 1 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota. Dalam UU No 8 Tahun 2015 disebutkan, Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota dilaksanakan 5 tahun sekali di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No 8
Tahun 2015 disebutkan bahwa pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan,

yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Pada tahun 2020 Indonesia kembali melakukan Pilkada Serentak gelombang
ke 4 yang telah diadakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang melibatkan 270
daerah dengan rincian 9 Provinsi 224 Kabupaten dan 37 Kota.

Meskipun Pilkada Serentak telah dilakukan sejak tahun 2015 dan masyarakat



Indonesia telah terlatih menghadapi Pilkada serentak, Pemilihan Kepala
Daerah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting pada Negara
demokrasi, karena pada Negara demokrasi pemerintahan diartikan sebagai
pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu
diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam

aktivitas penyelenggaraan Negara seperti kegiatan pemilihan Kepala Daerah.

Tanggal 09 desember 2020 merupakan babak baru dalam pemilihan
penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yang telah memasuki
gelombang ke 4 ini untuk pertama kalinya penyelenggaraan Pemilihan Kepala
daerah dilakukan secara serentak pada masa pandemi covid 19.
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi
pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia,
telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari

waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Selain itu penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagai bencana nasional membuat pemerintah mengambil kebijakan dan
langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk
perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
serentak tahun 2020 agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tetap dapat berlangsung



secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam

negeri.

Sebagaimana berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi

Undang-Undang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020.

Pilkada yang dilaksanakan di kota Bandar Lampung yang merupakan 1 dari 37
kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak dalam melilih
Walikota dan Wakil Walikota berikut merupakan rekapitulasi hasil pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota :

Table 1. Hasil Suara Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

Nomer Calon walikota Calon Wakil Perolehan Suara
Urut Walikota
1 H.Rycko Ir.Johan Sulaiman,MM 92,428
Menoza,SZP.MBA
2 M.Yusuf Kohar,S.E.,MM Tulus Purnomo W. 93,280
3 Hj.Eva Dwiana S.E.,Msi Drs.H.Dedi Amrullah 249,241

Sumber: Kpu.go.id diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.45

pada tanggal 11 Desember 2020 melalui aplikasi Elektronik Rekapitulasi, KPU
telah menerima 100% dari 1700 TPS seluruh kota Bandar Lampung dengan
rincian 647.278 DPT kemudian yang menggunakan hak pilih hanya berjumlah
447.759 atau sekitar 69%. Walaupun presentase pengguna hak pilih masih

dibawah target partisipsi pemilih yang ditetapkan oleh KPU Pusat, namun pada



pilkada tahun ini Kota Bandar Lampung masih mengalami kenaikan presentase

sebanyak 3%.

Kelompok pemilih yang ikut berpartisipasi salah satunya adalah Aparatur Sipil
Negara sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan abdi masyarakat yang
bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan (Sudarsono dan
Ghufron, 1991: 4). Dalam hal ini kedudukan Aparatur Sipil Negara menjadi
sangat penting sebab lancar dan tidaknya pemerintahan dan pembangunan
Negara tidak terlepas dari peran dan keikutsertaan Aparatur Sipil Negara.
Keterlibatan ASN pada pemilihan Kepala Daerah cukup menjadi sorotan karena
Tahapan pencalonan Kepala Daerah menjadi salah satu titik rawan pelanggaran
terkait netralitas ASN. Hal ini dapat terjadi, mengingat ASN mempunyai peran
yang cukup menentukan dalam kemenangan calon Kepala Daerah. Selain itu,
jumlah ASN di satu daerah sangat besar, sehingga memiliki posisi yang

strategis untuk meraih suara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin ASN
pada Pasal 4 Ayat 12, ASN dilarang memberikan dukungan dengan cara ikut
sebagai pelaksana kampanye untuk calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara secara tegas melarang ASN menjadi anggota dan pengurus partai
politik Adanya larangan tersebut maka Aparatur Sipil Negara sebagai warga
Negara Indonesia, rakyat dan sebagai anggota masyarakat tidak mempunyai

hak untuk dipilih tetapi hanya mempunyai hak untuk memilih.



ASN dituntut untuk bersikap netral Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN berfungsi sebagai pelaksana
kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik; dan perekat dan pemersatu
bangsa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, ASN diberi kewenangan
mengelola keuangan dan aset negara, menggunakan fasilitas negara serta
membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Agar kewenangan
tersebut tidak disalahgunakan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu
maka pegawai ASN harus bersikap netral. ASN tidak diperbolehkan
menggunakan uang dan aset negara untuk kepentingan kelompok tertentu.
Pegawai ASN juga dilarang membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif dan

mengutamakan pelayanan hanya kepada kelompok tertentu saja.

Pelanggaran netralitas ASN masih sering terjadi, data KASN mencatat, sampai
pertengahan November 2020, 857 ASN dilaporkan melakukan pelanggaran
netralitas dengan 625 ASN mendapatkan rekomendasi sanksi dan 458 ASN
sudah dijatuhi sanksi. Kategori pelanggaran yang dilakukan antara lain:
Kampanye/sosialisasi media sosial (25.0%), mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon (14.2%), melakukan
pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon
(13.8%), menghadiri deklarasi pasangan calon peserta pilkada (11.1%),
melakukan foto bersama pasangan calon dengan mengikuti symbol yang

mengindikasikan keberpihakan (9.4%).

Meskipun telah dibuat regulasi dan tindakan untuk menindak ASN yang tidak

netral, pelanggaran di setiap perhelatan Pemilihan Kepala Daerah seringkali



tetap terjadi. Pertama, hal ini disebabkan oleh adanya motif untuk mendapatkan
jabatan atau proyek, apabila calon yang didukung oleh seorang ASN menang,
maka ASN tersebut akan diangkat menduduki jabatan tinggi dan strategis
untuk memimpin berbagai proyek pemerintah daerah. Kedua, adanya hubungan
kekerabatan dengan calon peserta pemilu yang secara emosional akan
mendukung kerabatnya. Ketiga, kurangnya edukasi terkait aturan dan regulasi,
beberapa ASN mengaku tidak menyadari bahwa memosting dukungan di sosial
media termasuk pelanggaran dan menganggap itu sebagai sebuah kebebasan
ekspresi politik. Keempat, takut melanggar “perintah”, tekanan struktural
terutama untuk calon petahana yang ikut berkontestasi dalam pilkada meskipun
calon petahana tersebut sudah cuti dari jabatannya. Kelima, lemahnya
pemberian sanksi kepada ASN yang seringkali tidak begitu berat serta pihak

lain yang melanggar tidak diberikan saksi. (Yusuf Maulana, 2020:6)

Netralitas ASN selalu menjadi perhatian pada setiap pemilihan umum atau
pesta demokrasi karena berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu menujukan
peningkatan angka pelanggaran netralitas ASN dari tahun ke tahun dalam
pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia semakin meningkat. Tercatat pada
tahun 2015 terdapat kasus netralitas sejumlah 29, meningkat menjadi 55 pada
tahun 2016, pada tahun 2017 terdapat 52 kasus kemudian pada tahun 2018 dan
2019 melonjak pesat mencapai angka 507 dan 990 kasus. Sumber: Balipost
ditulis oleh Aan Oka Wiranata.
(https://www.balipost.com/news/2020/07/24/137903/Menyoal-Hak-Politik
ASN-Dalam.html, diakses tanggal 3 januari 2021.)

Saat ini netralitas ASN pada Pemilu masih menjadi salah satu sumber
kerawanan Pemilu tahun 2020. Berikut adalah data dugan pelanggaran

netralitas ASN pada pilkada 2020.


https://www.balipost.com/news/2020/07/24/137903/Menyoal-Hak-Politik%20ASN-Dalam.html
https://www.balipost.com/news/2020/07/24/137903/Menyoal-Hak-Politik%20ASN-Dalam.html

Table 2. Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada 2020

Jumlah Laporan Keterangan

619 kasus Temuan bawaslu

39 kasus Laporan masyarakat
577 kasus Rekomendasi ke KASN
4 Kkasus Diproses

77 kasus Bukan pelanggaran

Sumber : Bawaslu.go.id diakses tanggal 10 Juli 2021 pukul 07.30

Berdasarkan data di atas dapat kita simpulkan bahwa netralitas ASN masih
menjadi kasus yang banyak dilanggar. Tahapan pencalonan kepala daerah
menjadi salah satu titik rawan pelanggaran terkait netralitas ASN. Hal ini
dapat terjadi, mengingat ASN mempunyai peran yang cukup menentukan
dalam kemenangan calon Kepala Daerah. Selain itu, jumlah ASN di satu
daerah sangat besar, sehingga memiliki posisi yang strategis untuk meraih
suara. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN pun bermacam-macam,

Bawaslu merilis data dugaan pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut :

Table 3. Bentuk Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan ASN

JUMLAH

BENTUK PELANGGARAN KASUS
ASN memberikan dukungan melalui media sosial/massa 218
ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah 104

satu parpol
ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/bakti 79
sosial/sosialisasi bakal paslon atau parpol

ASN mendukung bakal calon 47
ASN mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah 43
ASN sosialisasi bakal calon melalui alat peraga 36
ASN mempromosikan diri sendiri atau orang lain 24
ASN mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan 10

Sumber: Bawaslu.go.id diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 11.53 wib

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa ada berbagai macam
pengelompokan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN selama masa Pilkada

serentak 2020 mulai dari kasus terbanyak berupa memberikan dukungan
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melalui media sosial hingga mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan.
Banyaknya pelanggaran yang dilakukan ASN menjadikan banyak usulan dari

berbagai pihak mengenai pencabutan hak politik ASN

Pengamat Hukum Pemilu Uhnas, Mappinawang mengatakan bahwa
“sudah saatnya pemerintah memikirkan hak politik ASN ke depan.
Apakah sebaiknya dicabut seperti TNI/Polri sebab ini simalakama bagi
pemerintah. ASN memiliki hak pilih namun tidak diberikan kebebasan
untuk berpihak. Pilkada menjadi ujian besar bagi netraitas ASN apalagi
jika yang maju pada Pilkada adalah seorang petahana karena motif
utama ASN berpolitik praktis adalah mempertahankan jabatan, materi
dan proyek, di satu sisi sulit bagi mereka untuk tidak berpihak” dikutip
dari Muhammad  Yunus, 2020 vyang dimuat  dalam
https//suarasulsel.id/tidaknetralpilkada,idepencabutanhakpolitik ASNke

mbalimengemuka.

Berdasarkan data-data tersebut peneliti tertarik untuk mengambil penelitian
mengenai bagaimana sikap Aparatur Sipil Negara terhadap hak politik dan
netralitas Pada pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dengan
pertimbangan adanya sejumlah ASN di kota Bandar Lampung yang termasuk
dalam kasus pelanggaran netralitas. Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil
Negara (ASN) pada Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung mengalami tren
peningkatan. Total pelanggaran yang sudah ditangani Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) setempat ada 6 pelanggaran netralitas ASN.

Anggota Bawaslu Bandar Lampung Divisi Penindakan, Yahnu Wiguno
Sanyoto, mengatakan keenam ASN tersebut adalah bukti tegas Bawaslu
dalam menangani laporan maupun temuan Kketidaknetralan ASN
setempat."Kita benar-benar menindak tegas apabila di dapat ASN tidak
netral sebab kita sudah laporkan sejauh ini 6 ASN yang tidak netral ke
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KASN," ujarnya"Pelanggaran netralitas ASN kepada instansi yang
berwenang untuk memberikan sanksinya sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 5/2014 tentang ASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara,".
Dikutip dari  Adi  Sunaryo, 2020 vyang dimuat dalam
https://www.lampost.co/berita-pelanggaran-netralitas-ASN-di-bandar-
lampung-meningkat.html

Keenam ASN tersebut merupakan kepala Bappeda yakni Khaidarmansah,
lurah Kemiling Permai Wanjaya, mantan kepala SMP 16 Bandar Lampung
Purwadi, dan 2 orang PNS atau guru di SMP 16 Bandar Lampung, dan

terakhir lurah Jagabaya Il berinisial DS.

Table 4. Rekapitulasi data ASN Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2021

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH

1 Provinsi Lampung 16.660
2 Kota Metro 3.863
3 Kota Bandar Lampung 8.767
4 Kabupaten Lampung Selatan 7.809
5 Kabupaten Lampung Tengah 11.613
6 Kabupaten Lampung Barat 3.873
7 Kabupaten Lampung Timur 8.566
8 Kabupaten Lampung Utara 8.256
9 Kabupaten Mesuji 2.137
10 | Kabupaten Pesawaran 4.791
11 | Kabupaten Pesisir Barat 1.990
12 | Kabupaten Peringsewu 4.297
13 | Kabupaten Tanggamus 5.701
14 | Kabupaten Tulang Bawang 4 .381
15 | Kabupaten Tulang Bawang Barat 2.901
16 | Kabupaten Way Kanan 5.192

JUMLAH 100.775

Sumber: BKD Kab/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2021 diakses tanggal 29
Juli 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kota bandar lampung memiliki ASN
berjumlah 8.767 ASN dengan rincian laki-laki sebanyak 2.870 dan perempuan

sebanyak 5.897 orang. Penulis memfokuskan penelitian pada Aparatur Sipil


https://www.lampost.co/berita-pelanggaran-netralitas-asn-di-bandar-lampung-meningkat.html
https://www.lampost.co/berita-pelanggaran-netralitas-asn-di-bandar-lampung-meningkat.html

12

Negara di Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling dengan
pertimbangan bahwa kasus yang telah diuraikan di atas mengenai ASN yang
melanggar netralitas pada masa Pilkada 2020 ada pada Kecamatan Way Halim
dan Kecamatan Kemiling yang menjabat sebagai Lurah di salah satu Kelurahan
yang ada di dua Kecamatan tersebut. Penulis juga melakukan penelitian
menggunakan referensi penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian
yang akan diteliti, berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis sajikan

dalam bentuk tabel:

Table 5. Penelitian Terdahulu
No Nama Tahun Judul penelitian
1 Ahmad Nubli 2019 Hak Politik Mantan Narapidana
Korupsi di Indonesia

2 Muh. Abdi Yusran 2010 Hak Politik PNS Dalam
Persepsi Hak Asasi Manusia Di
Indonesia

3 Agus Prasetiyo 2019 Netralitas ASN dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah

4, Hilmi Ardani Nasution | 2019 Hak Politik Penyandang
& Marwandianto Disabilitas dalam Kontestasi
(Jurnal) Pemilihan umum di Daerah
Istimewa Yogyakarta

5 Malisa Ladini 2016 Sikap Politik Petani Dalam
Pilkada Kabupaten Semarang
2015 Di Kelurahan Pringapus
Kecamatan Pringapus

Sumber : Diolah Penulis, tahun 2021

Perbedaan yang akan penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu
adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nubli 2019 Penelitian ini
mengunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif.
Penulis mengkaji hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia dalam

pandangan hukum positif, HAM, dan hukum serta moralitas dalam Islam.
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Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara umum mengenai
perlindungan Hak Asasi Manusia dalam bidang politik menurut perspektif
HAM dan Hukum Islam, serta untuk mengetahui bagaimana partisipasi mantan

narapidana korupsi pada pemilihan legislatif.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data primer
dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut;
Pertama, hak politik mantan narapidana korupsi di Indonesia tidak dibatasi
oleh Undang-undang Dasar 1945, meskipun oknum tersebut terjerat beberapa
kali dalam kasus korupsi. Ketika telah menyelesaikan masa hukumannya ia
masih dibolehkan lagi untuk mencalonkan diri kembali. Kedua, implikasi
setelah dicabutnya PKPU No. 20 tahun 2018 dengan dikeluarkannya putusan
Mahkamah Agung No 46P/HUM/2018 sebagai legistimasi, bahwa mantan
narapidana korupsi tetap diperbolehkan untuk berkontestasi dalam pemilu

2019.

Penelitian kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Muh. Abdi Yusran (2010)
Penelitian ini membahas mengenai prinsip hak asasi manusia dalam UUD 1945
dalam hubungannya dengan hak politik aparatur sipil negara dalam UU No. 43
Tahun 1999 atas perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU poko
kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang larangan
aparatur sipil negara menjadi anggota partai politik dengan pendekatan historis,
yuridis dan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan
hukum atau bahan lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini, lalu ditelaah

dan dianalisis dan akhirnya dipaparkan secara cermat dan akurat. Penelitian ini
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bertujuan untuk mengkaji secara normatif prinsip hak manusia dalam UUD
1945, Khususnya kemerdekaan, keadilan dan kebebasan berserikat dan
berkumpul dalam hubungannya dengan hak politik aparatur sipil negara dalam

UU No. 43 Tahun 1999 dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun

2004 Tentang larangan aparatur sipil negara menjadi anggota partai politik.

Penelitian ketiga ditulis oleh Agus Prasetiyo (2019) Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan memahami netralitas Aparatur Sipil Negara pada
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017.
Serta untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan mekanisme penjatuhan
sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala

Daerah di Kabupaten Muaro Jambi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik
pengumpulutan data melalui obsevasi, wawancara, dokumentasi. Pendekatan
dilakukan penelitian lapangan dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi
dilapangan serta penerapan peraturan perundang-undangan dan prakteknya
dalam masyarakat. hasil penelitian pertama, Netralitas Aparatur Sipil Negara
pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Muaro
Jambi belum terlaksana dengan baik. Kedua, pada pelaksanaan mekanisme
penjatuhan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak netral pada
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muaro Jambi juga belum

sepenuhnya terealisasi.

Penelitian keempat ditulis oleh Hilmi Ardani Nasution & Marwandianto (2019)

mengenai gambaran terhadap pelaksanaan hak politik kelompok disabilitas,
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dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak politik
penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
mengumpulkan data primer dari stakeholder terkait di Yogyakarta melalui
wawancara mendalam untuk mengetahui lebih mendalam terkait pelaksanaan
dan hambatan pemenuhan hak politik kelompok disabilitas. Dalam tulisan ini
terungkap bahwa ada potensi regulasi yang berlaku di Indonesia untuk
menghilangkan hak politik penyandang disabilitas, selain itu juga didapati
dalam pelaksanaan teknis Pemilu masih didapati pula hambatan yang membuat
kelompok disabilitas tidak bisa menunaikan hak politiknya dalam Pemilu Oleh
karena diperlukan langkah komprehensif oleh pemerintah untuk menjamin hak

politik kelompok disabilitas.

Penelitian kelima oleh Malisa Ladini (2016) yang meneliti tentang sikap politik
petani di kelurahan pringapus pada pilkada semarang 2015 dengan
menggunakan metode kualitatif dngan hasil penelitian yang menunjuka sukap
politik petani yang tergabung dalam kelompok tani cenderung memiliki sikap
politik yang lebih baik dibandingkan dengan para petani yang tidak tergabung

dalam kelompok tani.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Sikap Apaatur Sipil
Negara terhadap hak politik dan netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah
Kota Bandar Lampung tahun 2020 dengan judul “Sikap Aparatur Sipil Negara
Terhadap Hak Politik Dan Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2020 (Studi ASN Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling)”.
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B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Sikap Aparatur Sipil Negara terhadap
Hak Politk dan Netralitas pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 di

kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana sikap Aparatur Sipil Negara terhadap Hak Politk dan Netralitas
pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 di Kecamatan Way halim dan

Kecamatan Kemiling.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi kepustakaan Jurusan IImu
Pemerintahan tentang sikap khususnya pada Aparatur Sipil Negara dalam
pemilihan Kepala Daerah. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi

akademisi yang ingin melanjutkan penelitian serupa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam melihat sikap pemilih

secara khusus pada Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Kepala Daerah.



1.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Sikap

1. Pengertian Sikap

Seorang individu sangat erat hubunganya dengan sikapnya masing-masing
sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu
tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu
hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifudin Azwar (2011: 3) sikap
diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari sseorang
individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu

terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu.

Pengertian sikap atau attitude sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan
seorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun
tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi
oleh keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-
masing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk

perilaku individu terhadap objek (Gerungan, 2004: 160)
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Pengertian mengenai sikap juga disampaikan oleh Sarlito dan Eko (2009:
151). Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang
individu terhadap suatu objek. Objek yang disikapi individu dapat berupa
benda, manusia atau informasi. Proses penilaian seorang terhadap suatu
objek dapat berupa penilaian positif dan negatif. Pengertian sikap juga
diuraikan oleh Slameto (1995: 191). Sikap merupakan sesuatu yang
dipelajari dan menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap situasi

serta menentukan apa yang dicari oleh individu dalam hidupnya.

Beberapa definisi di atas menjadi referensi bagi penulis untuk dapat
menyimpulkan bahwa sikap adalah reaksi atau respon berupa penilaian yang
muncul dari seorang individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat
diartikan sebagai suatu perwujudan adanya kesadaran terhadap
lingkungannya. Proses yang mengawali terbentuknya sikap adalah adanya
objek di sekitar individu yang memberikan stimulus yang kemudian
mengenai alat indera idividu, informasi yang ditangkap mengenai objek,
kemudian diproses di dalam otak dan memunculkan suatu reaksi. Penilaian
yang muncul dapat berupa positif atau negatif tergantung pengaruh dari

informasi yang didapatkan sebelumya atau pengalaman pribadi individu.

2. Ciri-ciri Sikap

Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto (1998) dalam buku Notoadmodjo
(2003: 34) adalah:

a. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari

sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan obyeknya.
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b. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan
sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan
dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.

c. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan
tertentu terhadap suatu obyek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk,
dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek
tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

d. Obyek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga
merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.

e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat
alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan- kecakapan atau

pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.

3. Tingkatan Sikap

Menurut Notoadmodjo (2003) dalam buku Wawan dan Dewi (2010:20)
sikap terdiri dari berbagai tingkatan yaitu:
a. Menerima (receiving)
Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan
stimulus yang diberikan (obyek).
b. Merespon (responding)
Memberikan jawaban apabila memberikan jawaban apabila ditanya,
mengerjakan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena

dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan
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tugas yang diberikan. Terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah
adalah berarti orang tersebut menerima ide itu.
c. Menghargai (valuing)
Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan
orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat
tiga.
d. Bertanggung jawab (responsible)
Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan
segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.
4. Fungsi Sikap
Menurut Katz (1964) dalam buku Wawan dan Dewi (2010: 23) sikap
mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
a. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat
Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang
sejaun mana obyek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat
dalam rangka mencapai tujuan. Bila obyek sikap dapat membantu
seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersifat positif
terhadap obyek tersebut. Demikian sebaliknya bila obyek sikap
menghambat pencapaian tujuan, maka orang akan bersikap negatif
terhadap obyek sikap yang bersangkutan.
b. Fungsi pertahanan ego
Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk

mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil oleh seseorang
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pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya atau
egonya.

c. Fungsi ekspresi nilai
Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk
mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Dengan mengekspresikan
diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dapat menunjukkan kepada
dirinya. Dengan individu mengambil sikap tertentu akan
menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada individu yang
bersangkutan.

d. Fungsi pengetahuan
Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan
pengalaman-pengalamannya. Ini berarti bila seseorang mempunyai
sikap tertentu terhadap suatu obyek, menunjukkan tentang pengetahuan

orang terhadap obyek sikap yang bersangkutan.

5. Komponen Sikap

Menurut Azwar S (2011:23) sikap terdiri dari 3 komponen yang saling

menunjang yaitu:

a. Komponen kognitif

Merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik
sikap, komponen kognitif berisi pengetahuan, pandangan, kepercayaan,
stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan
penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau yang

kontroversial.
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b. Komponen afektif

Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek
emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen
sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-
pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen
afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap

sesuatu.

c. Komponen konatif

Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai sikap yang
dimiliki oleh seseorang. Aspek ini berisi tendensi atau kecenderungan
untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara

tertentu.

Sikap individu perlu diketahui arahnya, negatif atau positif. Untuk
mengetahui arah sikap manusia dapat dilihat dari komponen-komponen
sikap yang muncul dari seorang individu. Sarlito dan Eko (2009: 154) juga
menjelaskan bahwa sikap adalah konsep yang dibentuk oleh tiga komponen

yaitu kognitif, afektif dan konatif.

Komponen kognitif berisi pemikiran dan ide-ide yang berkenaan dengan
objek sikap, misalnya meliputi penilaian, keyakinan, kesan, atribusi, dan
tanggapan mengenai objek sikap. Komponen afektif merupakan komponen
yang meliputi perasaan atau emosi seseorang terhadap objek sikap.
Komponen afektif pada sikap seseorang dapat dilihat dari perasaan

suka, tidak suka, senang atau tidak senang terhadap objek sikap.
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Sedangkan komponen konatif, dapat dilihat melalui respon subjek yang
berupa tindakan atau perbuatan yang dapat diamati. Komponen sikap dapat

digunakan untuk menilai bagaimana sikap seseorang terhadap objek sikap.

Dapat disimpulkan bahwa komponen sikap mencakup tiga aspek yaitu,
komponen kognitif, afektif dan konatif. Komponen kognitif berupa
pemahaman, pengetahuan, pandangan dan keyakinan seseorang terhadap
objek sikap. Komponen afektif yaitu perasaan senang atau tidak senang
terhadap objek sikap. Komponen konatif yaitu kecenderungan bertindak
terhadap objek sikap yang menunjukan intensitas sikap Yyaitu besar
kecilnya intensitas bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek

sikap.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Azwar S (2011:30) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu:

a. Pengalaman pribadi
Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap apabila
pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan
lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi
dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting
Individu pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang
konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap

penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan
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untuk berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang
dianggap penting tersebut.

Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu
masyarakat asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpa disadari
kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap
berbagai masalah.

Media massa

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media
komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan
secara obyektif berpengaruh terhadap sikap kosumennya.

Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga
agama sangat menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah
mengherankan  apabila pada gilirannya konsep tersebut
mempengaruhi sikap.

Faktor emosional kadang kala suatu bentuk sikap merupakan
pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam

penyaluran frustasi atau bentuk mekanisme pertahanan ego.
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B. Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Konsep Aparatur Sipil Negara tercantum pada Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 1, Aparatur Sipil
Negara adalah profesi bagi Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengertian
tersebut dapat disederhanakan dengan menggolongkan kategori pegawai

yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara, yakni :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Pegawai Pemerintah dangan Perjanjian Kerja (PPPK)

Berdasarkan pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di
atas, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya ASN merupakan suatu profesi
bagi PNS dan PPPK sebagai Pegawai ASN yang bekerja pada instansi
pemerintah, dimana antara PNS dengan PPPK memiliki perbedaan terkait

dengan proses pengangkatan dan status kepegawaian.

2. Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku

Aparatur Sipil Negara

Menurut tataran normatif, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
pasal 2 tentang Aparatur Sipil Negara dikatakan bahwa penyelenggaraan
kebijakan dan Manajemen ASN berlandaskan pada asas- asas sebagai

berikut:
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Kepastian Hukum adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan
Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan.

. Profesionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban Pegawai ASN.

. Keterpaduan adalah pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu
sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.

Delegasi adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai
ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.
Netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari
segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun.

. Akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

. Efektif dan Efisien adalah bahwa dalam menyelenggarakan
Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu
sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Keterbukaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN

bersifat terbuka untuk publik.
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j. Non diskriminatif adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen
ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku,
agama, ras, dan golongan.

k. Persatuan dan Kesatuan adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I. Keadilan dan Kesetaraan adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan
ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk
memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.

m. Kesejahteraan adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk

mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN.

3. Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Secara normatif, UU ASN, telah mengklasifikasikan Pegawai ASN ke

dalam 2 (dua) jenis, yakni terdiri atas:

a. Pegawai Negeri Sipil
PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai
secara nasional. Untuk menindak lanjuti perintah/amanat ketentuan
Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal
57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85,
Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan
Pasal 125 UU ASN, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(selanjutnya ditulis PP Manajemen PNS). Hal ini mengandung arti
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bahwa PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil, merupakan landasan
hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan Manajemen PNS di

Indonesia.

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pengertian mengenai PPPK, secara normatif telah dirumuskan dalam

ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ASN, yakni sebagai berikut:

PPPK pada hakikatnya merupakan Pegawai ASN yang diangkat
sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan
ketentuan UU ASN. Seiring dengan tuntutan dan kebutuhan pengaturan
mengenai PPPK, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107
UU ASN, pada tahun 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Perbedaan antara PNS dan PPPK Menurut Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Apabila ditinjau dari aspek normatif, berdasarkan pengertian PNS dan
PPPK sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, terdapat beberapa

perbedaan antara PNS dan PPPK yakni sebagai berikut:

a. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap
olen Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk

Pegawai secara nasional untuk menduduki jabatan pemerintahan.
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Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai
pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan
ketentuan UU ASN

Hak PNS adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun
dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.
Sedangkan hak PPPK adalah gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan
pengembangan kompetensi.

Dasar pemberhentian PNS yakni pemberhentian atas permintaan sendiri,
pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, Pemberhentian
karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah,
Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani,

Pemberhentian karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang.

Pemberhentian karena Melakukan tindak pidana/penyelewengan,
pemberhentian karena pelangggaran disiplin, Pemberhentian karena
Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil
Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur
dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil
Walikota, Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus
Partai Politik, Pemberhentian karena tidak Menjabat Lagi Sebagai
Pejabat Negara, Pemberhentian karena Hal Lain, seperti misalnya PNS

yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak
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melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan diri secara tertulis
kepada instansi induknya paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai
menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan pemberhentian

PPPK didasarkan pada Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja.

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat, disebabkan
karena Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir, Meninggal Dunia, atas
Permintaan Sendiri, Perampingan organisasi atau Kebijakan pemerintah
yang Mengakibatkan Pengurangan PPPK, Tidak Cakap Jasmani
dan/atau Rohani Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, disebabkan karena dihukum
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut
dilakukan dengan tidak berencana, melakukan pelanggaran disiplin
PPPK tingkat berat, atau tidak memenuhi target kinerja yang telah

disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat,
disebabkan karena melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan dan/atau pidana umum, menjadi anggota dan/atau



31

pengurus partai politik, atau dihukum penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan

dengan berencana.

C. Hak Politik

Kata hak politik terdiri dari dua kata yaitu hak dan politik. Dalam kamus besar
Bahasa Indonesia kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan, untuk
berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang untuk menuntut

sesuatu dan hak juga berarti derajat atau martabat. (KBBI, 1998: 292).

Hak politik apabila didefinisikan, adalah hak yang diperoleh seseorang dalam
kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan hak
dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak
politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak di mana individu dapat
memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara

atau pemerintahnya. (Syarif, 2003:49)

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian bahwa politik sebagai
ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan
tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara
atau terhadap negara lain, kebijakan carabertindak dalam menghadapi atau

menangani suatu masalah (KBBI, 200:292).
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Politik merupakan kata kolektif yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang
bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Pada umum nya dapat dikatakan
bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat
diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah

kehidupan bersama yang harmonis (Budiardjo, 2007:14)

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau
negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan
melaksanakan tujuan-tujuan itu. Selanjutnya sebagai suatu sistem politik
adalah suatu konsepsi yang berisikan ketentuan-ketentuan siapa sumber
kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan
bagaimana cara untuk menentukan serta kepada siapa kewenangan
melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu
bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab nya (Budiardjo,

2007:13).

Secara garis besar hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam
menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun
dalam kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Menurut para ahli hukum hak
politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya
sebagai anggota organisasi (negara), seperti hak memilih dan dipilih,
mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam Negara (Saefuddin,
1996:17). Hak politik itu adalah hak dimana individu memberi andil melalui
hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya.

Hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk berkumpul dan
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berserikat (membentuk partai) dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk
mengawasi dan dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan
kewenangan kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan

aspirasi rakyat.

1. Pengaturan Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pasal 119
dan Pasal 123 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN

Pembentukan hak-hak Aparatur Sipil Negara menjadi pejabat Negara
tercermin dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara sepanjang mengenai istikah “Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil

Gubernur Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota”.

Pasal 59 ayat (5a) UU No. 12 Tahun 2008, berbunyi Calon perseorangan

pada saat mendaftar wajib menyerahkan :

a. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila
terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

b. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon
yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil anggota Tentara Nasional

Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9 UU ASN, berbunyi:

a. Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
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b. Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan

intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 119 UU ASN, berbunyi: Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat
pimpinan tinggi pertama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur atau
wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/walikota wajib menyatakan

diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Pasal 123 ayat (3) UU ASN berbunyi : Pegawai ASN dari PNS yang
mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden;
ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua,
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur;
Bupati/Walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan

pengunduran dri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Aparatur Sipill Negara sebagai birokrat yang terbiasa bekerja dengan tugas
pokok dan fungsi yang jelas dalam menjalankan pemerintahan dapat merebut
hati masyarakat pemilih. Berdasarkan kondisi demikian, maka elit politik yang
menyusun peraturan perundang- undangan yang berlaku mencegah ASN
menduduki  jabatan-jabatan publik dibatasi sedemikan rupa dengan
mengharuskan ASN yang akan menjadi kandidat kepala daerah atau pejabat

Negara tertentu untuk mengundurkan diri dari statusnya sebagai ASN.

a. Perihal Netralitas Aparatur Sipil Negara
b. Perihal Diskriminasi Profesi ASN dalam UU ASN

c. Diskriminasi dan Perlakuan Tidak Sama terhadap Profesi ASN
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2. Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Politik Aparatur Sipil
Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hak Politik Aparatur Sipil Negara
Pada tanggal 8 Juli 2015 melalui putusan Nomor 41/PUU-XI1/2014
Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 41/PUU-
X11/2014 masih membatasi hak-hak politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau
Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih dan dipilih. Putusan tersebut
pada satu sisi memberikan hak politik PNS/ASN untuk mencalonkan diri
sebagai calon Kepala Daerah tanpa harus mengundurkan diri pada saat
pencalonan tersebut. Melalui putusan itu juga ternyata PNS/ASN yang
mencalonkan diri tersebut dan telah ditetapkan sebagai calon kandidat
peserta Pilkada harus mengundurkan diri dari jabatan PNS/ASN padahal
dalam prosesnya belum tentu PNS/ASN yang telah ditetapkan oleh KPUD
sebagai calon peserta Pilkada memenangkan Pilkada tersebut. Akibat dari
putusan MK ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan
Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota.

D. Netralitas

Netralitas berasal dari kata “netral” yang artinya tidak berpihak (tidak ikut atau

membantu salah satu pihak). Pengertian netralitas menurut Kamus Besar
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Bahasa Indonesia versi online adalah. “keadaan dan sikap netral (tidak
memihak atau bebas)”. Sehingga seseorang dapat dinyatakan netral apabila ia
tidak memihak kepada dua atau lebih orang atau memihak kepada organisasi
atau lembaga dalam penentuan sesuatu misalnya organisasi partai politik.

Selain itu kata netral juga dapat diartikan sebagai:

a. Sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau

golongan.
b. Tidak diskriminatif.
c. Steril dari kepentingan kelompok.
d. Tidak terpengaruh dari kepentingan.

Netralitas atau neutrality (kenetralan) berasal dari kata netral yang berarti
murni. Murni dalam hal ini disamakan dengan tidak memihak. Sedangkan asas
netralitas adalah bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak
dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan
siapapun. (Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara). Netralitas dalam hal ini adalah tidak

terlibatnya ASN pada penyelenggaraan Pilkada.

Netralitas Pegawai ASN adalah kebijakan politik yang melarang ASN untuk
terlibat politik praktis atau harus netral dalam politik karena keberadaannya
sebagai pelayan masyarakat.(Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat (2)). Makna
dari netralitas ini menurut Marbun yaitu agar bebASNya ASN dari pengaruh

kepentingan partai politik atau tidak berperan dalam proses politik, namun



37

masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih, dan berhak untuk dipilih
dalam pemilihan umum. Maksud netralitas yang lain adalah jika seorang
Pegawai ASN aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif,
maka ia harus mengundurkan diri. Birokrasi pemerintahan akan stabil dan
dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak
politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.( Marbun,

1998:74)

Makna netralitas tersebut di atas adalah bebasnya Pegawai ASN dari pengaruh
kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan
partai tertentu dan atau tidak berperan dalam proses politik karena
dikhawatirkan pegawai tersebut menyalahgunakan penggunaan fasilitas negara
untuk kepentingan partai seperti yang telah terjadi pada masa Orde Baru (Sri

Hartini, 2009:45)

Setiap peraturan-peraturan memiliki pembatasan terhadap keberlakuannya
untuk dapat menegaskan aspek kepastian, keadilan, dan kegunaan hukum.
Artinya tidak ada satupun peraturan yang keberlakuannya sepanjang zaman
dan memenuhi kebutuhan realitas sosial yang terus berubah, sehingga setiap
perubahan pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis bagi setiap keinginan

untuk memenuhi tuntutan zaman (Ellydar Chaidir, 2008:294)

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada, netralitas dapat
didefenisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang
ditunjukan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala

daerah di ajang pemilukada baik secara diam-diam maupun terang-terangan.
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Menurut La Ode Muh. Yamin (2013) ada dua indikator utama dari netralitas

politik, yaitu:

a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada
masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan

atribut partai atau atribut ASN.

b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan
dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah
satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada ASN dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara
yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon

pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Hubungan hukum antara negara dengan pegawai pemerintah telah
meneegaskan ketentuan tentang pembatasan perilaku pegawai yang bekerja
dalam instansi negeri. Hubungan ini disebut dengan hubungan dinas publik.
Inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang
bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan
tertentu yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak menolak
(menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah

ditentukan oleh pemerintah Dalam penerapannya, hubungan dinas publik ini
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berkaitan dengan segi pengangkatan Birokrasi Pemerintah yang dikenal dengan

teori Contract Sui Generis.

Teori yang dikemukakan oleh Buysini menyatakan bahwa Contract Sui
Generis mensyaratkan birokrat pemerintah harus setia dan taat selama berstatus
sebagai pegawai negeri, meskipun dia setiap saat dapat mengundurkan diri.
Dari pendapat Buysini, dapat disimpulkan bahwa selama menjadi pegawai
negeri, mereka tidak dapat melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh (S.F.

Marbun dan Mahfud, 1987:98-99).

Apabila Pegawai Negeri akan melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh,
maka pemerintah dapat menyatakan yang bersangkutan bukanlah orang yang
diperlukan bantuannya oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, Philipus M.
Hadjon menyatakan bahwa kajian hukum administrasi lebih memandang
hubungan hukum kepegawaian tersebut sebagai hubungan dinas publik
terhadap Negara (pemerintah) dengan hubungan dinas publik yang melekat
pada hubungan kepegawaian itu lebih merupakan hubungan sub-ordinatie

antara bawahan dan atasan (Philipus M.Hadjon, dkk, 2005: 214).

Menurut Prof. Dr. Eko Prasojo (2018) menyampaikan bahwa netralitas adalah
sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen

ASN. Esensi Netralitas adalah:

a. Komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik

b. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak

c. Tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugASNya.
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d. Tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatannya

Berkaitan dengan definisi lain dari netralitas disampaikan juga oleh Rina
Martini (2015) lebih dikaitkan dengan netralitas birokrasi, disebutkan bahwa
Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara
pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kenetralan
birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
efektif dan efisien. Perkembangan konsep netralitas birokrasi telah lama
menjadi perdebatan oleh para pakar. Garis tegas telah memisahkan dua
kelompok yakni menyangkut netralitas birokrasi dalam politik dan birokrasi

memihak pada kekuatan dominan .

Sejauh ini definisi dan kerangka konseptual tentang netralitas ASN masih
sangat dominan dikaitkan dengan aspek politik. Padahal jika mengacu kepada
konsep dasar netralitas yaitu imparsialitas, maka cakupannya akan lebih luas.
Menurut Sofian Effendi (2018) menyampaikan bahwa ‘“Netralitas mengacu
pada imparsial yang artinya itu adil, obyektif, tidak bias dan tidak berpihak
pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik
(tidak diskriminatif), pembuatan kebijakan (tidak berpihak pada kelompok
tertentu), dan manajemen ASN (menerapkan merit sistem)”. Secara lebih rinci,

Netralitas memiliki aspek aspek sebagai berikut:

a. Netralitas dalam politik
b. Netralitas dalam pelayanan publik
c. Netralitas dalam manajemen ASN

d. Netralitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
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E. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Pemilu
merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara,
yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan
mengendalikan roda pemerintahan (Budiarjo, 2008 : 461). Hasil pemilihan
umum yang diselengarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan
berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup

akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan
instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat
sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung
arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada
rakyat. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin
dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan

arah masa depan sebuah negara (Yusdianto 2010:44)

Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung pada era reformasi
mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia,
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh
rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan
menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan

kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin
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yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi

yang ada di daerahnya.

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah secara langsung diatur
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal
56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung
tercermin dalam penyelengaraan Pilkada. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan:
“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon
yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil”.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi atas Pilkada
terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan
langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah

yang berkembang dalam liberalisasi politik (Prihatmoko, 2005: 2).

Sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis
guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah
dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat

eksekutif yang terpilih (Winarno, 2002: 11). Pemilihan kepala daerah



43

merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara
kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan

internasional (Suharizal dalam Wirdasari, 2015: 25-26).

Pemilihan kepala daerah memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu (Rozali,

2005:53) :

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;

2. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan
DPRD;

3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah
dengan DPRD;

4. Mencegah politik uang.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pilkada adalah untuk mempercepat
konsolidasi demokrasi republik ini, selain itu juga, untuk memercepat
terjadinya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) karena rakyat
bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan
salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah
memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah

sampai pada taraf otonomi individu.

Asas yang digunakan dalam Pilkada langsung sama persis dengan asas yang
dipakai dalam pemilu, yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa Pilkada langsung di Indonesia telah

menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat
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publik atau pejabat politik yang terbuka (Pramusinto dalam Wirdasari, 2015:

28), Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langsung
Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara
langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

2. Umum
Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang
bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku
menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku,
agama ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;

3. Bebas
Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa
tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian dalam melaksanakan haknya,
setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai
kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. Rahasia
Selanjutnya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan dipilihnya
tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih
memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh
orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;

5. Jujur
Setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta

pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak
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yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan
perundangundangan;

6. Adil
Pada penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada
mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak

manapun.

Pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting, sebab kepala
daerah adalah pimpinan daerah. Dalam hal ini pimpinan daerah otonom baik
provinsi maupun kabupaten/kota. Yang dimaksud disini adalah pemilihan
gubernur, bupati/walikota sebagaimana diatur dalam UUD Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa 'Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan

undang-undang.

Atas pembagian wilayah di atas maka melalui UU No. 32 Tahun 2004,
daerah-daerah tersebut diberikan otonomi dalam mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan. Adanya pembagian daerah beserta pemberian otonom
kepada daerah-daerah tersebut vyaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota
sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, hal ini mempunyai konsekuensi
yaitu diperlukan pemerintahan sendiri bagi daerah, untuk provinsi dipimpin
oleh seseorang gubernur dan untuk kabupaten dipimpin oleh seorang bupati

sedangkan untuk kota dipimpin oleh seorang Walikota, hal mana diatur
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dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

1945.

F. Kerangka Berfikir

Pemilihan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di
Indonesia yang telah memasuki gelombang ke 4 ini untuk pertaa kali diadakan
pada masa pandemi covid 19. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health
Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh
dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan
menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai

bencana nasional.

Selain itu penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagai bencana nasional membuat pemerintah mengambil kebijakan dan
langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk
perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
serentak tahun 2020 agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tetap dapat berlangsung
secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam

negeri.

Partisipasi politik merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi di

sebuah negara. Logika yang dibangun adalah semakin tinggi tingkat dan



47

intensitas partisipasi politik warga di sebuah negara maka akan semakin
demokratis negara tersebut. Salah satu bentuk partisipasi politik yang penting
adalah partisipasi politik warga dalam pemilu hal ini karena pemilu merupakan
instrumen kedaulatan menjadi kewenangan. Warga yang memiliki kedaulatan,
melalui pemilu memilih wakil atau orang yang akan duduk dibadan eksekutif
atau legislatif yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan publik
yang akan berpengaruh bagi seluruh warga. Dengan demikian partisipasi
politik warga dalam pemilu khususnya dalam pemberian suara menjadi sangat

penting bagi demokrasi.

Kelompok pemilih yang ikut berpartisipasi salah satunya adalah ASN. ASN
dituntut untuk bersikap netral Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana
kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik; dan perekat dan pemersatu
bangsa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, ASN diberi kewenangan
mengelola keuangan dan asset negara, menggunakan fasilitas negara serta
membuat kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Agar kewenangan
tersebut tidak disalahgunakan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu
maka ASN harus bersikap netral. ASN tidak diperbolehkan menggunakan uang
dan aset negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Pegawai ASN juga
dilarang membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif dan mengutamakan

pelayanan hanya kepada kelompok tertentu saja.

Netralitas ASN selalu menjadi perhatian pada setiap pemilihan umum atau pesta

demokrasi karena berdasarkan data badan pengawas pemilu menujukan
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peningkatan angka pelanggara netralitas ASN dari tahun ke tahun pelaksanaan
pesta demokrasi di Indonesia pegawai negeri sipil cukup menjadi sorotan karena
tahapan pencalonan Kepala Daerah menjadi salah satu titik rawan pelanggaran
terkait netralitas ASN dan dari banyaknya kasus pelanggaran, Hal ini dapat
terjadi mengingat suara ASN yang ada pada setiap pemilihan umum,
menjadikan ASN mempunyai peran yang cukup menentukan dalam
kemenangan calon Kepala Daerah. Selain itu, jumlah ASN di satu daerah

sangat besar, sehingga memiliki posisi yang strategis untuk meraih suara.

Penulis ingin meneliti bagaimana Sikap Aparatur Sipil Negara terhadap Hak
Politik dan Netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2020 di kecamatan Way Halim dan kecamatan Kemiling menggunakan
pendekatan dari Saifudin Azwar (2011:23) sikap terdiri dari 3 komponen

yang saling menunjang yaitu:

a. Komponen kognitif

Merupakan representasi apa yang diketahui, dipercayai, diyakini oleh
individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe
yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan
(opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau yang

kontroversial.

b. Komponen afektif

Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek

emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen
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sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-
pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen
afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap

sesuatu.

. Komponen konatif

Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai sikap yang
dimiliki oleh seseorang. Aspek ini berisi tendensi atau kecenderungan

untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu.

Penelitian yang berjudul Sikap ASN Terhadap Hak Politik dan
Netralitas pada Pilkada Kota Bandar Lampug tahun 2020 (studi ASN
Kecamatan Way halim dan Kecamatan Kemiling) menggunakan

kerangka pikir seperti gambar berikut ini:
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SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP HAK POLITIK DAN NETRALITAS PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

Teori Sikap Menurut
Azwar S (2011:23)

\ 4

Kognitif Afektif Konatif
Pengetahuan . Perasagn e Perilaku
Kepergayaan e Suka/tidak suka e Tindakan
Keyakinan e Senang/tidak senang .

e Reaksi
A 4 A 4
HAK POLITIK NETRALITAS
APARATUR SIPIL APARATUR SIPIL
NEGARA NEGARA

Sumber : Penulis, tahun 2021

Gambar 1. Kerangka Pikir




I11. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
ppopulasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya
dilakukan secara random dan pengumpulan data menggunakan instrumen

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Sugiyono (2009:14).

Sugiyono (2016:13) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu
variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau
menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut Ali Maksum
(2012: 68) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk
menggambarkan gejala, fenomena atau peristiwa tertentu. Pengumpulan data
dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan fenomena kondisi, atau

variabel tertentu dan tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif Untuk Mengetahui
Sikap Aparatur Sipil Negara terhadap Hak Politik dan Netralitas pada

Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 karena data yang
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diperoleh lalu diamati dan dideskriptifkan berdasarkan kenyataan yang didapat
pada saat pengumpulan data. Penulis juga mengacu pada pendapat yang
mengatakan bahwa metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang
menggambarkan dengan kata-kata menurut kategori untuk memperoleh

kesimpulan.

. Fokus Penelitian

Fokus secara harfiah berarti pusat, titik pertemuan cahaya dalam lensa
(melalui lensa) atau titik api. Fokus dalam metode penelitian mengandung arti
yang tidak jauh daripada arti harfiahnya tersebut. fokus yang dimaksud dalam
metode penelitian berarti masalah utama yang akan menjadi objek penelitian.
Masalah utama itu menjadi acuan utama sekaligus menjadi arah bagi
penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian peneliti menguasai

penelitian yang direncanakannya (Prastowo, 2016:47)

Fokus penelitian dan batasan-batasan dari penelitian ini adalah Sikap aparatur
sipil negara terhadap Hak politik dan Netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah
di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 tepatnya di kecamatan Way halim dan
kcamatan Kemiling. Penelitian ini menggunakan teori sikap menurut Azwar S

yag terdiri dari 3 komponen yakni :

1. Komponen kognitif
Merupakan representasi apa yang diketahui, dipercayai, diyakini oleh
individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe
yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan

(opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau yang kontroversial.



53

2. Komponen afektif
Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional
inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan
merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang
mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan
dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.

3. Komponen konatif

Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai sikap yang
dimiliki oleh seseorang. Aspek ini berisi tendensi atau kecenderungan

untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu.

C. Definisi Konseptual

Konseptualisasi merupakan proses pemberian definisi teoritis atau definisi
konseptual pada sebuah konsep. Definisi konseptual merupakan suatu definisi
dalam bentuk yang abstrak yang mengacu pada ide-ide lain atau konsep lain
yang bisa saja abstrak untuk menjelaskan konsep pertama tersebut (Prasetyo

dan jannah, 2005:90).

Konseptualisasi juga dapat diartikan sebagai proses yang digunakan untuk
menunjukan secara tepat tentang apa yang kita maksudkan bila kita
menggunakan satu istilah tertentu. Beberapa konsep dalam penelitian ini
sebenarnya telah penulis konseptualisasikan pada bagian kerangka teori,
namun peneliti akan menjelaskan sedikit tentang definisi konseptual yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu:
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1. Sikap

Sikap adalah reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seorang
individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat diartikan sebagai suatu
perwujudan adanya kesadaran terhadap lingkungannya. Proses yang
mengawali terbentuknya sikap adalah adanya objek di sekitar individu yang
memberikan stimulus yang kemudian mengenai alat indera idividu,
informasi yang ditangkap mengenai objek, kemudian diproses di dalam otak
dan memunculkan suatu reaksi. Penilaian yang muncul dapat berupa positif
atau negatif tergantung pengaruh dari informasi yang didapatkan sebelumya

atau pengalaman pribadi individu.

2. Aparatur Sipil Negara

Konsep Aparatur Sipil Negara tercantum pada Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 1, Aparatur Sipil
Negara adalah profesi bagi Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengertian
tersebut dapat disederhanakan dengan menggolongkan kategori pegawai

yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara, yakni :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Pegawai Pemerintah dangan Perjanjian Kerja (PPPK)

Berdasarkan pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di
atas, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya ASN merupakan suatu profesi

bagi PNS dan PPPK sebagai Pegawai ASN yang bekerja pada instansi
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pemerintah, dimana antara PNS dengan PPPK memiliki perbedaan terkait

dengan proses pengangkatan dan status kepegawaian

3. Hak Politik

Hak Politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan
pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam
kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Menurut para ahli hukum hak
politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam
kapasitasnya sebagai anggota organisasi (negara), seperti hak memilih dan
dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam Negara
(Saefuddin, 1996:17). Hak politik itu adalah hak dimana individu memberi
andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau
memerintahnya. Hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara
untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai) dan hak untuk
mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan dan mengkKritisi
pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan atau

membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

4. Netralitas

Netralitas atau neutrality (kenetralan) berasal dari kata netral yang berarti
murni. Murni dalam hal ini disamakan dengan tidak memihak. Sedangkan
asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara tidak
berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada

kepentingan siapapun.( Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor
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5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) Netralitas dalam hal ini

adalah tidak terlibatnya ASN pada penyelenggaraan Pilkada.

Netralitas ASN adalah kebijakan politik yang melarang ASN untuk terlibat
politik praktis atau harus netral dalam politik karena keberadaannya
sebagai pelayan masyarakat.(Penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat (2)).
Makna dari netralitas ini menurut Marbun yaitu agar bebASNya ASN dari
pengaruh kepentingan partai politik atau tidak berperan dalam proses
politik, namun masih tetap mempunyai hak politik untuk memilih, dan
berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Maksud netralitas yang lain
adalah jika seorang Pegawai ASN aktif menjadi pengurus partai politik atau
anggota legislatif, maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian
birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta
merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang

berkuasa dalam pemerintahan.( Marbun, 1998:74)

. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)
merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena
disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan
kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk
mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada,

rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam
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proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan

sebuah negara (Yusdianto 2010:44)

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan operasionalisasi dari konsep-konsep yang akan
digunakan, sehinggga memudahkan untuk mengaplikasikannya dilapangan.
Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seseorang peneliti
akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti (Singarimbun dan

Efendi, 1995:46).

Berdasarkan pengrtian di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini
peneliti akan memfokuskan penelitian pada sikap ASN terhadap Hak Politik
dan Netralitas pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 khususnya di
kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling. Dalam menganalisis sikap
ASN peneliti menggunakan teori sikap menurut Azwar S melalui aspek

Kognitif, Afektif dan Konatif.

1. Variable X

Untuk mengetahui tentang sikap ASN penulis menggunakan pendekatan
perilaku pemilih menurut Saifuddin Azwar (2011:23), terdapat tiga

komponen komponen yang saling menunjang yaitu:

a. Komponen kognitif
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Merupakan representasi apa yang diketahui, dipercayai oleh individu
pemilik sikap, komponen kognitif berisi pengetahuan, kepercayaan,
keyakinan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat
disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah

isu atau yang kontroversial.

b. Komponen afektif

Merupakan perasaan Yyang menyangkut aspek emosional. Aspek
emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen
sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-
pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen
afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap

sesuatu.

c. Komponen konatif

Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai sikap yang
dimiliki oleh seseorang. Aspek ini berisi tendensi atau kecenderungan

untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu.

2. Variabel Y
a. Hak Politik
Hak Politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan
pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam
kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Menurut para ahli hukum hak

politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam
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kapasitasnya sebagai anggota organisasi (negara), seperti hak memilih
dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam
Negara (Saefuddin, 1996:17). Hak politik itu adalah hak dimana individu
memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah
negara atau memerintahnya. Hak politik merupakan hak asasi setiap
warga negara untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai) dan
hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan dan
mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan
kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi
rakyat.

. Netralitas

Netralitas atau neutrality (kenetralan) berasal dari kata netral yang berarti
murni. Murni dalam hal ini disamakan dengan tidak memihak.
Sedangkan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil
Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak
memihak kepada kepentingan siapapun menurut Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f Tentang Aparatur Sipil Negara Netralitas
dalam hal ini adalah tidak terlibatnya ASN pada penyelenggaraan

Pilkada.

Netralitas Pegawai ASN adalah kebijakan politik yang melarang ASN
untuk terlibat politik praktis atau harus netral dalam politik karena
keberadaannya sebagai pelayan masyarakat menurut Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf F Tentang Aparatur Sipil Negara
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Pasal 9 ayat 2. Makna dari netralitas ini menurut Marbun yaitu agar
bebasnya ASN dari pengaruh kepentingan partai politik atau tidak
berperan dalam proses politik, namun masih tetap mempunyai hak politik
untuk memilih, dan berhak untuk dipilih dalam ASN aktif menjadi
pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka ia harus
mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi pemerintahan akan stabil
dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau
kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan (

Marbun, 1998:74)

Table 6. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Nomer
Iltem
Instrumen

Komponen Sub Indikator yang di

Variabel i
I Variabel Y yang di Ukur Ukur

X

Hak Politik | Kognitif 1. pengetahuan adanya | 1,2,3,4,5
(Y1) perbedaan mengenai Hak
politik ~ ASN  dengan
Masyarakat

2. Kepercayaan mengenai
hak politik ASN dibatasi
oleh UUD No 5 th 2014.
3. meyakini adanya aturan
mengenai  hak  politik
ASN dapat mencegah
ASN dari segala
intervensi semua
golongan politik.

Afektif 1. perasaan ASN | 6,7,8,9,10
terhadap pembatasan dan
perbedan hak politik ASN
dengan masyarakat.

2. perasaan mengenai
ASN yang maju dalam
pencalonan Kketika tidak
terpilih itu masih berhak
untuk menyandang status
sebagai ASN.

3. perasaan mengenai
sanksi yang diberikan
kepada pelanggaran hak
politik ~ masih  belum
menimbulkan efek jera.

Sikap
ASN
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Konatif

1. memilih untuk
sebaiknya hak politik
ASN dihapuskan, agar
tidak terjadi pelanggaran
yang berulang

2. mempertimbangkan
keuntungan pribadi dalam
memilih kandidat

3. Dberpartisipasi dalam
pemilihan umum untuk
memenuhi  hak politik
saya

11,12,13,
14,15

Netralitas
(Y2)

Kognitif

1. Pengetahuan Netralitas
ASN.

2. Kepercayaan mengenai
regulasi netralitas sangat
mempengaruhi sikap ASN
3. keyakinan  bahwa
selama  ASN  masih
mempunyai hak politik,
maka kasus netralitas
akan terus ada

16,17,18,
19,20

Afektif

1. perasaan mengenai
kurangnya  pengawasan
dalam menjaga netralitas.
2. perasan  mengenai
faktor lingkungan dapat
mempengaruhi netralitas
ASN.

3. perasaan terkait sanksi
yg diterapkan bagi para
pelanggar netralitas belum
maksimal

21,22,23,
24,25

Konatif

1. memilih calon kandidat
berdasarkan pertimbangan
keuntungan yang di

dapatkan.

2. Selama tidak
mengintervensi  pilihan
orang lain, berhak
mendukung siapapun

calon kandidat.

3. dukungan untuk
keluarga yang mencalon
sebagai kandidat sangat
wajar.

26,27,28,
29,30
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E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seperangkat unit analisis yang lengkap yang sedang diteliti
(Sarwono, 2006:111) Populasi adalah wilayah generalisasiyang terdiri atas
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yangditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Kemudian yang dimaksud dengan
populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek yang menjadi
sumber data dalam suatu penelitian,maka populasi dari penelitian ini adalah
seluruh ASN yang bekerja di Kantor Kecamatan dan Kelurahan di Way

Halim dan Kemiling.

Berdasarkan data yang di dapat oleh peneliti daftar ASN keseluruhan
berjumlah 113 yang tersebar di kecamatan Way halim dan Kecamatan

Kemiling Bandar Lampung tahun 2021 seperti pada tabel di bawah ini :

Table 7. Data ASN di Kecamatan Way Halim dan Kemiling kota
Bandar Lampung tahun 2021

ASN JUMLAH
KECAMATAN WAY HALIM 47
KECAMATAN KEMILING 66
Total 113

Sumber : Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Tahun 2021

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan sub dari seperangkat unit analisis yang dipilih untuk

dipelajari dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan
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sampel insidental. Cara pengambilan sampel dilakukan secara kebetulan
tanpa melelui proses perencanaan. Penarikan sampel ini didasarkan pada
kemudahan (Convenience). Sampel dapat terpilih karena berada pada
waktu, situasi dan tempat yang tepat (Prasetyo, 2014 :135). Sampel yang
diperoleh sebanyak orang dengan menggunakan derajat kebebasan 10%

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut.

n= N

N+(d)?+1

keterangan :
n = sampel
N = populasi

d = Derajat Kebebasan

Menghasilkan populasi sebagai berikut :

N=113
d=10%=0,1

113
n=

113 (0,1)%+ 1

n = 53,05 disesuaikan oleh peneliti menjadi 54 responden.

Perolehan sampel tiap golongan dihitung berdasarkan rumus berikut:

Responden setiap golongan

X jumlah sampel

Populasi
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Sehingga diperoleh masing-masing sampel setiap golongan sebagai berikut:

Table 8. Jumlah Sampel Per Daerah

No. DAERAH JUMLAH RESPONDEN
1. Kecamatan Way Halim 23
2. Kecamatan Kemiling 31
Jumlah 54

F. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini
diperoleh dari responden yaitu orang yang Kita jadikan sebagai sarana
mendapatkan informasi atau data. Data primer dalam penelitian ini adalah
Aparatur Sipil Negara yang bekerja di kantor kecamatan dan kelurahan di
Kecamatan Way halim dan Kecamatan Kemiling.
a). Kuesioner
Responden diberikan kuisioner secara langsung dan diminta mengisi
semua pertanyaan yang ada di dalam Kkuisioner. Setiap kuesioner
diberikan waktu 30-40 menit untuk responden menjawab semua

pertanyaan.

b). Kepustakaan

Teknik ini dibutuhkan dalam penelitian guna untuk memperoleh buku,
jurnal yang sesuai untuk mendukung penelitian. Selain itu kepustakaan
juga diperoleh secara online melalui google atau data lainnya yang

diperlukan dalam penelitian.
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2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data data yang sudah tersedia dan dapat
diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan.
Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, sehingga kita tinggal
mencari dan mengumpulkannya Sarwono (2006 :209). Data sekunder
dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini
diperlukan dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang arsip

data ASN kota Bandar Lampung.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu
penelitian karena keberhasilan suatu peneliitian ditentukan oleh kebenaran dan
keakuratan data yang tersedia, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data

yang peneliti gunakan yaitu :

1. Kuesioner atau Angket

Kuesioner atau angket merupakan daftar pertanyaan tertulis yang
memerlukan tanggapan baik kesesuaian maupun ketidaksesuaian.
Pertanyaan dan pernyataan yang tertulis pada angket berdasarkan indikator
yang diturunkan pada setiap variabel tertentu (Kasmadi, 2014:17) dalam
penelitian ini, kuesioner akan diberikan kepada ASN yang bekerja di kantor
kecamatan dan sluruh kelurahan di Kecamatan Way Halim dan Kecamatan

Kemiling sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan.
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2. Dokumentasi

Melalui teknik pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data dari
dokumen, baik dalam bentuk tulisan, ataupun gambar yang dapat
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan. Teknik ini
digunakan untuk mendapatkan sumber data tertulis sebagai penguat data

yang diperoleh.

H. Teknik Pengolahan Data

1. Editing Data

Proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan
kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses Klarifikasi menyangkut
memberikan penjelasan mengenai data apakah data yang sudah terkumpul
akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti
melakukan analisis data. Keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang
sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran

terhadap hasil analisis.

2. Klasifikasi Data
Setelah melalui proses edit, jawaban responden di Kklasifikasikan menurut
macamnya sesuai dengan pokok bahasan atau permasalahan yang telah

disusun dengan memberi tanda bagi setiap data dan kategori yang sama.
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3. Tabulasi Data

Tahap ini dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam tabel-tabel
agar lebih mudah diinterpretasikan, yaitu pada halaman yang khususnya
berkaitan dengan tabel. Proses tabulasi ini dilakukan dengan tujuan agar

memudahkan pengamatan dan evaluasi.

4. Interpretasi Data

Interpretasi data dimaksudkan untuk data data yang telah dideskripsikan
dapat di interpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil

penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang dipergunakan
dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan analsis rata-rata
dan juga penggunaan tabel tunggal yaitu metode yang dilakukan dengan
memasukkan data dari kuesioner ke dalam kerangka tabel untuk menghitung
frekuensi dan membuat presentase sebagai uraian mengenai hasil akhir

penelitian.

Tabel tunggal dipergunakan untuk menggambarkan jawaban respon Aparatur
Sipil Negara terhadap Hak Politik dan Netralitas pada Pilkada kota Bandar
Lampung tahun 2020. Sedangkan skala pengukuran dalam penelitian ini

menggunakan skala likert yang mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai
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sangat tidak setuju dan untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban ini

diberi skor yaitu :

Table 9. Skor Metode Skala Likert

No Pernyataan Dengan Memilih Jawaban Skor
1 | Sangat Setuju 5

2 | Setuju 4
3 | Kurang Setuju 3
4 | Tidak Setuju 2

5 | Sangat Tidak Setuju 1

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan menentukan skor

jawaban, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan

perhitungan rumus interval. Analisis data yang dilakukan adalah dengan

menggunakan analisis kuantitatif kemudian dijelaskan secara kualitatif.

Adapun perhitungan menggunakan rumus interval menggunakan rumus

sebagai berikut :

NT - NR

Keterangan :

NT

NR

K

. Interval Nilai Skor
- Nilai Tertinggi
: Nilai Terendah

. Kategori Jawaban
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Selanjutnya untuk mengetahui presentase dari jawaban responden

menggunakan rumus presentase berikut :

F
pP= —— X100%
N

Keterangan :

P : Presentase

F : Frekuensi pada klasifikasi kategori yang bersangkutan
N : Junlah frekuensi dari seluruh klasifikasi/kategori

Setelah menghitung dan mendapatkan presentase dari data yang ada maka
hasil dari data tersebut akan diinterpretasikan untuk mendapatkan jawaban
peneliti mengenai Sikap Aparatur Sipil Negara terhadap Hak Politik dan
Netralitas pada Pemilihan Kepala daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020

khususnya ASN di Kecamatan Way halim dan ASN di Kecamatan kemiling.



IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Way Halim

1. Sejarah Kecamatan Way Halim

Letak geografis dan wilayah administrasif Kecamatan Way Halim berasal

dari sebagian wilyah geografis dan administratif Kecamatan Sukarame,

Kecamatan Kedaton, Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan

Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Senang.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Timur
dan Kecamatan Sukabumi.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan
Kecamatan Kedaton.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamata Sukarame dan Kecamatan

Kedamaian.

Secara keseluruhan Kecamatan Way Halim terdiri dari dataran rendah dan
sedikit berbukit, dibagian dataran rendah tanahnya tersusun dari lapisan
tanah ke abu-abuan dan tanah liat berwarna merah, sedangkan dibagian

dataran berbukit terdiri dari lapisan batu putih. Dengan keseluruhan luas
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wilayah Kecamatan Way Halim 648,5 Ha. Pemerintah Kecamatan Way
Halim terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 04 Tahun 2012. Kecamatan Way Halim sebelumnya merupakan

wilayah Kecamatan Sukarame.

. Visi dan Misi Kecamatan Way Halim

Visi : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan tertib administrasi

pelayanan umum, pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban

umum, kebersihan lingkungan, kemasyarakatan serta administrasi tata

pemerintahan kelurahan yang baik dalam rangka mendukung pelaksanaan

otonomi daerah.

Misi : Dalam rangka mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan Misi

sebagai berikut:

1. Meningkatkan PAD serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat

2. Mengkoordinasikan  kegiatan ~ pemberdayaan  masyarakat  dan
meningkatkan upaya kebersian lingkungan umum

3. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan program Kkerja dan
kebijakan teknis baik bidang pemerintahan pembangunan dan pembinaan
masyarakat

4. Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum dengan menerapkan, menegakkan peraturan perundang-
undangan termasuk PERDA Kota Bandar Lampung.

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

kecamatan dan melaksanaakan pembinaan.
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3. Keadaan Geografis

Kecamatan Way Halim merupakan salah satu kecamatan yang termasuk
dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Kecamatan Way Halim terdiri dari 6
kelurahan, yaitu Kelurahan Jagabaya 1, Kelurahan Jagabaya 2, Kelurahan
Jagabaya 3, Kelurahan Gunung Sulah, Kelurahan Way Halim Permai,
Kelurahan Perumnas Way Halim. Kecamatan Way Halim kota Bandar

Lampung merupakan lokasi yang menjadi objek kajian dalam penelitan ini.

Dilihat dari keadaan geografisnya kecamatan ini mencakup daratan dan
pegunungan (Gunung Sulah). Kecamatan Way Halim memiliki luas wilayah
648,5 Ha. Orbitasi kecamatan Way Halim terletak di bantaran sungai serta
merupakan daerah bebas banjir. Waktu tempuh dari Kecamatan Way Halim
ke Kantor Sekretariat Kota Bandar Lampung dapat ditempuh dalam waktu
15 menit (mengendarai kendaraan bermotor) dan waktu tempuh dari
Kecamatan Way Halim menuju Ibukota Provinsi Lampung memerlukan

waktu tempuh selama 30 menit (mengendarai kendaraan bermotor).

Pemanfaatan lahan sebagai Kawasan Industri, Kawasan Pemukiman,
Kawasan Potensi Wisata dan Lingkungan Hidup, Kawasan Hijau
Pegunungan. Kecamatan Way Halim berjarak sekitar 8 km dari pusat
pemerintahan kota, dan 10 km dari pusat ibukota provinsi Lampung.

Adapun batas-batas wilayah kelurahan pasir gintung :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukarame

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedaton
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kedamaian

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Ratu

4. Komposisi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Menurut data yang ada di kantor Kecamatan Way Halim, penduduk
Kecamatan Way Halim berjumlah 56.746 Jiwa dan sebanyak 14.352 KK.

Perincian laki-laki sebanyak 26.679 dan 30.067 perempuan.

b. Penduduk menurut jenis kelamin
Agar lebih terperinci dan terorganisirnya jumlah penduduk, pada
umumnya para ahli monografi biasanya membagi jumlah penduduk
berdasarkan jenis kelamin hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui
komposisi  penduduk serta perkembangan dan lajunya tingkat
pertumbuhan penduduk serta perkembangan dan lajunya tingkat
pertumbuhan penduduk yang mengacu pada pembagian kerja secara jenis
kelamin. Berdasarkan analisis di atas maka penulis dalam penelitiaan ini
mencoba membagi komposisi penduduk Kecamatan Way Halim
berdasarkan jenis kelamin, hal ini peneliti maksudkan agar peneliti
benar-benar mendapat suatu analisis yang faktual berdasarkan asumsi
dan tujuan dari penelitiaan penulis. Untuk lebih jel ASNya dapat dilihat di

tabel berikut :
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Table 10. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Klasifikasi Tahun 2021
No
1 Jumlah Penduduk 56746 orang
2 Jumlah Laki-laki 26679 orang
3 Jumlah Perempuan 30067 orang
4 Jumlah KK 14,352 KK

Sumber : Kantor Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, 2021.

Tabel di atas dapat memperlihatkan bahwa komposisi jumlah penduduk
kecamatan Way Halim berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa
jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 26.679
jiwa. Sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah
sebanyak 30.067 jiwa. Ini berarti bahwa jumlah penduduk dengan jenis
kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk

yang berjenis kelamin laki-laki.

. Penduduk Menurut Golongan Umur

Suatu penelitiaan ilmiah yang menggunakan metode dan sistem analisis
lapangan yang faktual (studi kasus) biasanya para peneliti membagi
komposisi dan jumlah penduduk berdasarkan tingkat atau golongan
umur, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat membedakan dan
mengelompokkan jumlah penduduk produktif yang berorientasi pada
kecenderungan jenis pekerjaan yang dilakukan. Substansi dari semua ini
mengarah pada dinamika khusus yang lebih terperinci berdasarkan

kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Table 11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur 2018 2019

1 0-12 Bulan 583 orang 229 orang

2 >1-<5Tahun 3.602 orang 2.884 orang

3 >5-<7 Tahun 1.064 orang 1.732 orang

4 > 7 —15 Tahun 7.931 orang 5.603 orang

5 > 15— 56 Tahun 17.841 orang 21.950 orang

6 > 56 Tahun 22.087 orang 21.010 orang
Jumlah 53.108 orang 53.408 orang

Sumber Data: Kecamatan Way Halim kota Bandar Lampung, 2021.

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa perkembangan paling
signifikan adalah rasio umur > 7 - > 15 Tahun dengan jumlah
peningkatan sebanyak 1.110 orang sedangkan rasio umur 0 — 12 bulan

dengan peningkatan 12 orang.

. Penduduk Menurut Agama

Jika ditinjau dari agama yang dianut oleh masyarakat kecamatan Way
Halim maka bisa dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat tersebut
adalah pemeluk agama islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari

tabel berikut ini:

Table 12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama 2020 2021

g Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah
Islam 20.190 19.548 39.738 24.456 22.992 | 47.448
Protestan | 2.950 2.720 5670 1.366 1.503 2.869
Katolik 2.921 2.745 5.657 1.339 1.498 2.837
Hindu 284 244 528 58 58 116
Budha 835 690 1.525 70 68 138
Jumlah 27.171 25.945 53.118 27.289 26.119 | 53.408

Sumber Data: Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, 2021.
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Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa penduduk Kecamatan
Way Halim mayoritas didominiasi oleh warga beragama Islam

sedangkan paling sedikit beragama Hindu.

. Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk kecamatan Way Halim pada umumnya bekerja sebagai
pedagang. Untuk pekerjaan di sektor lain seperti pegawai negeri, TNI,
tani, buruh, pensiunan dan jenis pekerjaan lainnya lebih sedikit

jumlahnya. Untuk lebih jelASNya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Pekerjaan

Golongan Pekerjaan Laki — Laki Perempuan Jumlah
Pegawai Negeri Sipil 3.186 2911 6.097
TNI 1.593 1.455 3.048
Dagang 8.608 7.864 16.472
Tani 956 873 1.829
Tukang 6.326 -- 6.326
Buruh 3.242 1.905 5.147
Pensiunan 2.881 826 3.707
Lain — Lain 4.351 3.359 7.710
JUMLAH 31.143 19.193 50.336

Sumber Data: Kantor kecamatan Way Halim 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk
di kecamatan Way Halim berprofesi sebagai pedagang dan sebagian kecil
berprofesi sebagai petani ada banyak macam profesi yang dijalani oleh

warga Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.
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STRUKTUR ORGANSASI KECAMATAN WAY HALIM 2021

Walikota Bandar Lampung

Hj. Eva Dwiyana SE, M,

Camat Way Halim

Yusnadi Febrianto SE MM

Sekertaris Kecamatan

Pranomo, SE.

Subbag Umum &

Subbag Informasi &

Kepegawaian Keuangan
Elina S.Sos. Yuli Rianti, SE.
Seksi Keamanan & Seksi Pelayanan Seksi . . Seksi Pemb.
Ketertiban Umum Pembangunan Sel;&CF_’;mean g an Masyarakat
Doni Prasetya U. S.IP Azwida Apriani S.Sos Ayu Rohani SE uctaty, A. Sudhi HS.SE

Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Way Halim Tahun 2021
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B. Gambaran Umum Kecamatan Kemiling

1. Letak Geografis

Kecamatan Kemiling merupakan kecamatan hasil pemekaran dari
kecamatan Tanjung Karang Barat yang berdasarkan pada peraturan daerah
nomor 4 tahun 2001 tentang Pembangunan, Penghapusan dan Pemekaran
Kecamatan dan kelurahan di Kota Bandar Lampung. Secara geografi
Kecamatan Kemiling sebagian besar daerahnya adalah datar berombak 60%,
berombak berbukit 25% berbukit bergunung, dengan ketinggian 450 m dari

permukaan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun
2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, letak
geografis dan wilayah administratif Kecamatan Kemiling memiliki batas-

batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Langkapura dan Kecamatan

Tanjung Karang Barat
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran

Luas Wilayah Kecamatan Kemiling adalah 2525 Ha. Kelurahan yang terluas
luas wilayahnya adalah Kelurahan Kedaung dengan luas wilayah 652 Ha
sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Kemiling Permai dengan

luas wilayah sebesar 105 Ha.
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2. Luas Wilayah

Table 14. Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Kemiling

KELURAHAN LUAS WILAYAH (Ha)
Sumber Agung 498
Kedaung 652
Pinang Jaya 195
Beringin Raya 198
Sumber Rejo 255
Kemiling Permai 105
Sumber Rejo Sejahtera 267
Beringin Jaya 241
Kemiling Raya 144
JUMLAH 2525

Sumber Data: Kecamatan Kemiling Dalam Angka,Tahun 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kecamatan Kemiling
mempunyai luas wilayah sebesar 2525Ha yang tersebar di 9 kelurahan

dengan kelurahan terluas yakni Kedaung Kecamatan Kemiling.

3. Kependudukan

Profil Kelurahan Tahun 2021 data informasi penduduk Kecamatan
Kemiling berjumlah 70.085 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki
berjumlah 35.436 jiwa dan perempuan berjumlah 34.649 jiwa, Sebaran
penduduk pada kelurahan yang terpadat berada di Kelurahan Beringin Raya

sebesar 13.409 jiwa.

Table 15. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

KELURAHAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
Sumber Agung 2.212 2.177 4.389
Kedaung 1.791 1.734 3.525
Pinang Jaya 3.315 2.924 6.239
Beringin Raya 6.462 6.947 13.409
Sumber Rejo 4.054 4.063 8.117
Kemiling Permai 5.725 5.466 11.191
Sumber Rejo Sejahtera | 5.113 4,912 10.025
Beringin Jaya 3.918 3.643 7.561
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Kemiling Raya

2.846

2.783

5.629

Jumlah

35.436

34.649

70.085

Sumber data : Profil Kelurahan, Tahun 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di
kecamatan Kemiling yakni 70.085 dengan sebaran laki-laki berjumlah 35.436
dan kemudian perempuan berjumlah 34.649 yang tersebar di seluruh

kelurahan di kecamatan Kemiling

. Pendidikan

Peningkatan sumber daya manusia melalui sarana pendidikan adalah salah
satu hal yang perlu di perhatikan guna menciptakan generasi penerus bangsa
yang diharapkan mampu menjadi agen pembangunan baik daerah maupun

nasional dan sekaligus mampu menghadapi persaingan global.

Table 16. Jumlah Siswa SD, SMP, SMU dan SMK di Kecamatan

Kemiling

Kelurahan SD SMP SMU SMK
Sumber Agung 602 67 63 -
Kedaung - - - -
Pinang Jaya 762 17 - -
Beringin Raya 112 972 - 85
Sumber Rejo 1471 109 52 -
Kemiling Permai 993 998 1051 1341
Sumber Rejo Sejahtera 1012 - - -
Beringin Jaya 1830 1197 1160 -
Kemiling Raya 1589 846 - -
Total 8371 4206 2326 1426

Sumber data: Kecamatan Kemiling Dalam Angka Tahun 2021

Jumlah siswa di seluruh kecamatan Kemiling Mencapai 16.329 dengan
sebaran siswa sekolah dasar berjumlah 8371, siswa SMP sebanyak 4206

siswa SMA sebanyak 2326 dan siswa SMK sebanyak 1426.
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VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap ASN terhadap hak politik dan
netralitas pada Pilkada kota Bandar Lampung tahun 2020 yang berfokus
kepada ASN di Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling. berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan pada 54 orang (responden) yang tersebar di
kantor kecamatan dan seluruh kantor kelurahan yang ada di Way Halim dan

Kemiling dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek Kogpnitif
Peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas ASN mengetahui mengenai hak
politik dan netralitas ASN, ASN juga percaya bahwa pemahaman mengenai
regulasi hak politik dan netralitas akan mencegah ASN dari intervensi
politik serta mempengaruhi pembentukan sikap ASN terhadap hak politik
dan netralitas itu sendiri. Kemudian ASN juga percaya bahwa kasus
pelanggaran hak politik dan netralitas akan terus ada karena telah menjadi
budaya politik, serta ASN juga percaya adanya pelanggaran tersebut
menjadikan peraturan mengenai hak politik dan netralitas ASN masih harus

ditinjau.
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2. Aspek Afektif
Peneliti menyimpulkan bahwa sikap responden dari aspek afekif yakni
ASN kurang puas dengan sanksi yang di berikan kepada pelanggar hak
politik dan netralitas, ASN juga setuju mengenai faktor lingkungan dan
intervensi atasan menjadi pengaruh bagi ASN untuk bersikap netral dalam
memenuhi hak politiknya, serta ASN sebagian besar merasa untuk
sebaiknya hak politik di samaratakan sehingga tidak ada perbedaan hak
politik, ASN juga merasa kurang puas terhadap aturan mengenai
pembatasan hak politik ASN dimana yang mencalonkan diri menjadi
kandidat untuk dapat mundur dari jabatan sebagai ASN setelah terdaftar
menjadi calon kandidat, tapi tidak ada jaminan bagi mereka jika tidak
terpilih untuk dapat kembali menjadi ASN.
3. Aspek Konatif

Peneliti menyimpulkan bahwa mengenai sikap ASN terhadap hak politik
dan netralitas mereka cenderung berperilaku mementingkan keuntungan
pribadi dalam hal mengambil keputusan, menilai calon kandidat
berdasarkan faktor agama yang sama, ikut berpartisipasi dalam setiap
pemilihan umum,tidak mendukung adanya penghapusan hak politik ASN
tetapi lebih mendukung bahwa hak politik ASN sebaiknya disamaratakan,
tidak mendukung calon kandidat berdasarkan hubungan kekeluargaan, dan

tidak mendukung untuk mengintervensi pilihan politik seseorang.
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B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti memberikan saran terkait sikap
ASN terhadap hak politik dan netralitas pada pemilihan kepala daerah kota

Bandar Lampung tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pegawasan hak politik dan netralitas harus diperketat tidak hanya top-down
tetapi bisa juga melakukan pengawasan secara horizontal, lintas jabatan dan
juga pengawasan dari masyarakat.

2. Integrasi penanganan pelanggaran serta sanksi yang diberikan pada
pelanggar netralitas harus diperkuat agar menimbulkan efek jera.

3. ASN sebaiknya diberikan pelatihan mengenai profesionalitas kerja,
memastikan bahwa uraian tugas dapat dipahami dan dilaksanakan oleh ASN
yang bersangkutan karena seringkali kompetensi tidak disadari ASN
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pencalonan Kepala Daerah.

4. Sistem merit dalam ASN perlu ditegakkan dan dikontrol khususnya dalam
mutasi dan promosi jabatan agar celah untuk tidak netral dapat
diminimalisir.

5. Membuat mitigasi resiko yakni perlindungan bagi ASN yang dipaksa atau
diancam oleh atasan atau calon kepala daerah tertentu untuk memilih
mereka.

6. Apabila saran-saran tersebut di atas tidak juga menimbulkan hasil yang
optimal, maka saran dari peneliti yang terakhir adalah hak politik ASN

sebaiknya dihapuskan saja.
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Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

UU No. 43 Tahun 1999 Pegawai Negeri
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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